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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s1bagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir deng~l Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub han Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Republik 
ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

ten tang 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 200 Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal H,I· ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Le1baga Adat 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kol tentang 
Pengaturan dan Penetapan Lembaga Kernasya akatan di 
Kelurahan; 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA El3A 

WALi KOTA CIMAHI, 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 

NOMOR 53 TAHUN 2021 
TENT ANG 

PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKA 1AN 

DIKELURAHAN 

~"- .;:~.·k j ~J' _-;% 
i~~-- 1f· -::;,.4 

~~ 
,'!,~ 

WALi KOTA CIMAHI 
PROVINS! JAWA BARAT 



membantu meningkatkan kelancaran tugas , emerintah 

dalam bidang pembangunan dan 

kemasyarakatan di Kelurahan, meningkatkan eran serta 

masyarakat dalam pembangunan. 

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat W adalah 

lembaga kemasyarakatan yang dibentuk tlrdiri dari 

be berapa RT dalam rangka mengoordinasika kegiatan 

5. 

kegotongroyongan dan kekeluargaan, 

rdasarkan 

untuk 

yang masyarakat kehidupan 

lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warg setempat, 

untuk memelihara dan melestarikan 

3. 

2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatrn sebagai 

perangkat Kecamatan. 1 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sranjutnya 

disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, 

sebagai mitra pemerintah desa, ikut se ta dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan p ngawasan 

pembangunan, serta meningkatkan pelayanan 

masyarakat Kelurahan. 

4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat T adalah 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud deng n : 

1. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang 

dipimpin oleh Camat. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENGATU, N DAN 

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAJN DI KEL 

MEMUTUSKAN : 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
. I 

Nomor 18 Tahun 2018 ten tang Lembaga Kema~yarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negar~I Republik 

Indonesia Tahun 2018 Namor 569); 
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Menetapkan 



bersangkutan. 

11. Papan Nama adalah bagian papan nama/ lang yang 

menerangkan nama RT dan/atau RW yang ber angkutan. 

12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan eterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan . 

. 13. Pembangunan adalah upaya untuk melaku an proses 

W yang 

ri naskah 
dan atas nama RT dan/atau RW. 

10. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas 

yang memuat sebutan RT dar /atau 

9. 

tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyara 

· 8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnys disebut 

Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan 

bersumber daya mayarakat yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama 

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

dasar untuk mempercepat penurunan angk kematian 

ibu dan bayi. 

Stempel adalah alat/cap yang digunakjn untuk 

mengesahkan suatu naskah yang telah dita datangani 

oleh Ketua RT dan/ a tau RW yang diberi wew nang oleh 

pada dan untuk generasi muda, yang berorie 

7. 

RT. 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelua1ga yang 

selanjutnya disingkat PKK adalah I gerakaj nasional 

dalam pembangunan masyarakat yang tuirbuh dan 

berkembang dari bawah yang pengelolaannyaJdari, oleh, 

dan untuk masyarakat menuju terwujudny1 keluarga 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Ylang Maha 

Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, 

maju dan mandiri, kesetaraan dan ke1 dilan t: serta 

kesadaran hukum dan lingkungan. 

Karang Taruna adalah organisasi yin~ dibentuk oleh 

masyarakat sebagai wadah generijas1 untuk 

mengembangkan diri, tumbuh, dan berkem ang atas 

dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, 

6. 
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20. 

19. 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasc\r Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali ~ota sebarai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kot~ Ci11rahi yang 

memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota. 

21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga 

Jawa 17. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah 

Barat. 

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota drn DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuar dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem djn prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unda g Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia T< hun 19 5. 

16. 

15. 

perubahan sosial ke arah yang lebih bagi 

kepentingan masyarakat di segala bidang. 

14. Swadaya masyarakat adalah kemampuan n suatu 
I 

kelompok masyarakat dengan kesadaran da inisiatif 

sendiri mengadakan ikhtiar ke arah p menuhan 

kebutuhan jangka pendek maupun japgka pa [ang yang 

dirasakan dalam kelompok masyarakat, 

Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan 

dan sudah melembaga serta mengandung untur-unsur 
timbal balik yang bersifat suka rela antaia warga 

kelurahan dan atau warga kelurahan dengan f elurahan 

untuk memenuhi kebutuhan Kelurah n yang l'nsidental 

maupun berkelangsungan dalam rangka men ngkatkan 

kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual. 

Pemerintah Pusat, selanjutnya dislebut Pe erintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang emegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik 
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Bagian Kesatu 

Rukun Tetangga 

Pasal 4 

. (1) Masyarakat dapat membentuk RT dengan ketentuan 

paling sedikit terdapat 40 (empat puluh) kepafa keluarga 

sampai dengan paling banyak 120 (seratus ua puluh) 

kepala keluarga. 

(2) Ketentuan pembentukan RT sebagaimana dim. ksud pada 

ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan asyarakat 

dalam cakupan wilayah tertentu. 

BAB II 

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN,· 

PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA ATAU RUKU WARGA 

Pasal 3 

( 1) RT dan RW berkedudukan di wilayah Kelu ahan dan 

diakui. 

(2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

mitra kerja Lurah dan Pemerintah Daerah ota dalam 

memberdayakan masyarakat. 

Pasal 2 

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kel~rah(an yait Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

perwakilan rakyat Daerah Kota yang ber edudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintlahan Da rah. 

22. Camat adalah camat di wilayah Kota Cimahi. 

23. Lurah adalah lurah di wilayah Kota Cimahi, 

24. Ketua RT adalah ketua RT di wilayah Kota Cim hi. 

25. Ketua RW adalah ketua RW di wilayah1 Kota Ci ahi. 

26. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 

27. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 
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ditandatangani oleh seluruh masyarakat y · ng hadir 

dalam musyawarah mufakat pembentukan RT. 

Berita acara hasil musyawarah mufakat pembeJtukan RT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ampaikan 

kepada Lurah. 

(3) 

(2) 

Pasal 7 

( 1) Masyarakat yang menghadiri musyawarah mufakat 

pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalar1 Pasal 5 

ayat (1) harus membuat berita acara hasil mil1syawarah 

mufakat pembentukan RT. 

Berita acara hasil musyawarah mufakat pembeJtukan RT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat t rtulis dan 

Pasal 6 

( 1) RW harus menghadiri musyawarah mufakat 

pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1). 

(2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me pakan RW 

yang mempunyai wilayah kerja pada RT ·ang akan 

dibentuk. 

enghadiri memperlihatkan kartu keluarga ldalam 

musyawarah mufakat pembentukan RT. 

oleh anggota keluarga yang telah cakap brrdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 1 

Kepala Keluarga atau yang mewak Ii harus (4) 

keluarga dari masyarakat yang akan 

wilayah RT yang akan dibentuk. I 
Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dim ksud pada 

ayat (2) berhalangan, kepala keluarJa dapat diwakilkan 

dalam 

(3) 

(2) 

Pasal 5 

Masyarakat membentuk RT sebagaim,na dimaJsud dalam 

Pasal 4 ayat ( 1) melalui musyawarah ~1ufakat. 

Masyarakat yang menghadiri musyawara mufakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha I s kepala 

( 1) 
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(2) 

Pasal 11 

Dalam hal hasil berita acara musyawarah mufakat atau 

pengambilan suara pembentukan RT se,agaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) dan Pasal r ayat (2) 

menyatakan tidak setuju, Lurah men1J~mpaikan 

pemberitahuan kepada Camat mengen 1 tidak 

tercapainya pembentukan RT. 

Pemberitahuan kepada Camat sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan tata 

naskah dinas. · J 

(1) 

(2) 

Pasal 10 

Jika hasil berita acara musyawarah muf kat atau 

pengambilan suara pembentukan RT seJagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal f. ayat (2) 

menyatakan setuju untuk membentuk RT, mjka Lurah 

menyampaikan usulan pembentukan RT kepadj Camat. 

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud rada ayat 

( 1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah di as. 

(1) 

Lurah menerima hasil berita acara musyalarah mu akat atau 

pengambilan suara pembentukan RT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) dan 8 ayat (2). 

Pasal 9 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 8 

Dalam hal musyawarah mufakat trak meip.ghasilkan 

keputusan, pembentukan RT dapat dilakukJn dengan 

cara pengambilan suara. 

Hasil pengambilan suara sebagaima na dima~sud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita acjra yang 

ditandatangani oleh seluruh masyarak\at yang hadir. 

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 

secara tertulis. 

Berita acara hasil pengambilan s ara pe1bentukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RT di ampaikan 

kepada Lurah. 

(1) 
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Pasal 17 

(1) Camat menetapkan pembentukan RT dengan eputusan 

Camat. 

disampaikan kepada Camat melalui Perang 

yang menyelenggarakan urusan pemerintaha di bidang 

pemerintahan 

( 1) 

Pasal 16 

Wali Kata memberikan persetujuan pembentukan RT 

berdasarkan basil kajian sebagaimana dimakiud dalam 

Pasal 13 ayat (1). 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 15 

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 

menyampaikan basil kajian terhadap usulan pembe tukan RT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). 

Pasal 14 
Wali Kata menetapkan tim sebagaimana dimak ud dalam 

Pasal 13 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kata. 

(2) 

Pasal 13 

Perangkat Daerah yang menyelenggaraka1r urusan 

pemerintahan di bidang pemeri1tahan .lnetakukan 

pengkajian terhadap usulan pembentikan RT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (ll 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakal urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan mem~entuk tim 

untuk melakukan pengkajian usulaJ1 pembentukan RT 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(1) 

Pasal 12 

Camat menyampaikan usulan pembentuk~n RT se agaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) kepada Perang1at Daer ah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemerintahan. 
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berwenang di wilayah tersebut. 

(2) 

a. asrama; 
b. rusunawa; atau 
c. tempat lain sejenisnya. 

dikecualikan pada: 

(2) 

( 1) 

Bagian Kedua 
Rukun Warga 

- 9 - 

Pasal 21 
(1) Masyarakat membentuk RW dengan musyawarah 

mufakat. 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan masyarakat pada RT yang akal menjadi 
bagian dari RW yang akan dibentuk. 

Pasal20 
· (1) Pembentukan RW dapat menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi masyarakat. 
Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan pertimbangan dari L lrah yang 

Pasal 19 

Masyarakat dapat membentuk RW dengan ketentuan 

paling sedikit terdapat 4 (empat) RT sampai dengan 

paling banyak 10 (sepuluh) RT. I 
Ketentuan pembentukan RW sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat dalam cakupan wilayah te:rtentu. 

(3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 18 

Dalam hal hasil kajian menyebutkan tidak dapat dilakukan 

pembentukan RT, hasil kajian disampaikan kepada Camat. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksu . pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan persetujuan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). 



Pasal24 
(1) Dalam hal pembentukan RW melalui musyawarah 

mufakat tidak tercapai, pembentukan RW dilakukan 

(1) 
Pasal 23 

Hasil musyawarah mufakat pembenturan RW 
disampaikan kepada Lurah yang Jempunyai 
kewenangan dalam wilayah kerja RW melalui berita acara 
tertulis, 

(2) Berita acara tertulis sebagaimana dimaksud pa'da ayat (1) 
ditandatangani oleh masyarakat yang enghadiri 
musyawarah mufakat pembentukan RW. 

(4) 

Dalam hal Ketua RT sebagaimana dimaksud pjda ayat (1) 

berhalangan hadir, Ketua RT dapat mtmberikan 
kewenangan untuk menghadiri kepada pengurus RT. 
Pemberian kewenangan sebagaimana dima lsud pada 
ayat (3), diberikan secara berjenjang. 

(3) 

pembentukan RW sebagaimana dimaksud d lam Pasal 
21 ayat (1). 

(2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Ketua RT yang mempunyai wil yah kerja 
pada RW yang akan dibentuk. 

mufakat 
Pasal 22 

( 1) Ketua RT harus menghadiri musyawara 

(5) 

Dalam hal kepala keluarga sebagaim, na dimaksud pada 
ayat (3) berhalangan, kepala keluarga dapat kiwakilkan 

I oleh anggota keluarga yang telah c1 akap blrdasarkan 
ketentuan perundang-undangan. I 
Kepala Keluarga a tau yang mewakip harus 
memperlihatkan kartu keluarga dalam iinenghadiri 
musyawarah mufakat pembentukad RW se agaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(4) 

(3) Masyarakat yang menghadiri mujyawara1 mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kepala 
keluarga. 
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pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai drngan tata 

naskah dinas. 

tidak pemberitahuan kepada Camat 

tercapainya pembentukan RW. 

(2) Pemberitahuan kepada Camat sebagaimana dimaksud 

mengen 1 

Pasal 27 

( 1) Dalam hal basil berita acara musyawarah muf akat a tau 

pengambilan suara pembentukan RW seragaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal l4 ayat (3) 

menyatakan tidak setuju, Lurah menyampaikan 

Pasal26 

(1) Jika basil berita acara musyawanah muf kat atau 

pengambilan suara pembentukan RW se I agaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 14 

ayat (3) 

menyatakan setuju untuk membentuk RW, m ka Lurah 
menyampaikan usulan pembentukan RW kepa a Camat. 

(2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah di as. 

Pasal 25 

Lurah menerima basil berita acara musyawarah m fakat atau 

pengambilan suara pembentukan RW sebJgaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat ( 1) dan Pasal 24 ayat (3). 

suara. 

Berita acara pengambilan suara sebafgaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditandatangani oleh seluruh I asyarakat 

yang menghadiri musyawarah mufaks t serta 

disampaikan kepada Lurah yang J1empuny 1 wilayah 

kerja pada RW yang akan dibentuk. 

(4) 

dengan pengambilan suara. 

(2) Pengambilan suara sebagaimana dimaksud pa 

dilakukan oleh seluruh masyaraka · yang enghadiri 

musyawarah mufakat. 

(3) Hasil pengambilan suara sebagaimaha dima sud pada 

ayat (1) dituangkan dalam berita , cara pe gambilan 
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Pasal32 
(1) Wali Kota memberikan persetujuan pembenjukan RW 

berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimak ud dalam 
Pasal 31 ayat (1). 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Camat melalui Perangk t Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemerin tahan. 

Pasal 31 
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat · (2) 
menyampaikan hasil kajian terhadap usulan pe , bentukan 

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal Q6 ayat 1) kepada 
Perangkat Dae rah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan untuk I iteruskan 
kepada Wali Kota. 

Pasal 30 
Wali Kota menetapkan tim sebagaimana dimak d dalam 
Pasal 29 ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota. 

elakukan 
pengkajian terhadap usulan pembentu an RW 

;:::::~::naD:~:::su;a::am~:::~:rg:~:~~ urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan memtntuk tim 
untuk melakukan pengkajian usulan pembentukan RW 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(2) 

urusan 

Pasal 29 
( 1) Perangkat Daerah yang menyele aggaraka 

pemerin tahan di bi dang pemerin tahan 

Pasal28 
Camat menyampaikan usulan pembentukan RW se agaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepad1 Perang~at Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Hi bidang 

. pemerintahan. 
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Pasal 38 

Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kema yarakatan 

Pasal 37 

Dalam hal terdapat aspirasi masyarakat untuk embentuk 

RT yang berada di wilayah dengan status tanah/1 han yang 

masih dalam sengketa, pada wilayah terse but ti, ak dapat 

dibentuk RT. 

Pasal36 

Dalam hal jumlah kepala keluarga kurang dari kete tuan dari 

RT se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 )j' RT yang 

bersangkutan dapat digabungkan dengan RT lainny . 

Pasal 35 

(1) Dalam hal jumlah kepala keluarga tnelebihi ketentuan 

dari RT se bagaimana dimaksud dalam Pasal l ayat ( 1), 

dapat dilakukan pemekaran terhadap RT terse ut. 

(2) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada aya (1) yaitu 

dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih, 

Paragraf 1 

Pemekaran, Penggabungan, atau Perfghapusa RT 

Pemekaran, Penggabungan, atau P6rnghapusan 

Bagian Ketiga 

Dalam hal hasil kajian menyebutkan tidJk dapat dilakukan 

pembentukan RW, hasil kajian disampaikain kepada Camat. 

I 

Pasal34 

Pasal 33 

(1) Camat menetapkan pembentukan RW dengan eputusan 

Camat. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksu . pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan persetujuan Wali Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3I ayat (1). 
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Paragraf 2 
Pemekaran, Penggabungan, dan/atau Penghapu an RW 

pemerintahan, memberikan rekomendasi terhs dap basil 
fasilitasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3' ayat (2). 

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dima sud pada 
ayat (1) dilakukan mutatis mutanciis sesu i dengan 
pemberian rekomendasi pembentukan RT. 

yang 
bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

Pasal 42 

(2) 

Perangkat melalui Kota Wali ( 1) 

Pasal 41 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakal urusan 
pemerintahan di bidang pemerintahan mel ksanakan 
kajian berdasarkan basil fasilirasi se I agaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). 
Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
mutatis mutandis sesuai pengkajian pembentu an RT. 

( 1) 

Pasal 40 
Camat menyampaikan basil fasilitasi sebjgaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Perangkat DaJrah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemerintahan. 

Pasal 39 
( 1) Lurah melakukan fasilitasi rencana, pe aksanaan, 

pemantapan, dan pengawasan proses pemekaran, 
penggabungan dan/atau penghapusarl RT. 

(2) Lurah menyampaikan basil fasil:ltasi se agaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Caman. 

bagi warga yang bertempat tinggal di wilayah se agaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1), dilakuka 11 oleh RT setempat. 
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Pasal 47 
Pemekaran, penggabungan, dan penghapufan RW 

dilaksanakan setelah mendapatkan hasil kJri·ian dan 
persetujuan dari tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. 

(2) 

Pasal 46 

Pelayanan pemerintahan, pem,bangunar, dan 

kemasyarakatan bagi warga yang bertempat j~inggal di 
wilayah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1), 

dilakukan oleh RW setempat. 
Berdasarkan usulan dari Lurah, Camat q.empunyai 
kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pejaksanaan, 
pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, 
penggabungan dan penghapusan RW. 

( 1) 

Pasal45 
Dalam hal terdapat aspirasi masyarakat untuk embentuk 
RW yang berada di wilayah dengan status tanah/lahan yang 
masih dalam sengketa, di wilayah tersebut ti, ak dapat 
dibentuk RW. 

(2) Jika dilakukan penggabungan sebagaimana dimaksud 
pad a ayat (1), maka dilakukan penJshapusa terhadap 
RW dengan jumlah RT kuranJ dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). 

Pasal44 
Dalam hal jumlah RT dalam suat 1 RW k rang dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dflam Pa+l 19 ayat 
(1), dapat dilakukan penggabungan terh dap RW 
terse but. 

(1) 

Pasal43 
Dalam hal jumlah RT dalam RW 1elebihi 

ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( ), dapat 

dilakukan Pemekaran terhadap RW dengan mlah RT 
melebihi ketentuan sebagaimana dimaks1i-1d dala Pasal 19 

ayat ( 1). 
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Pasal 51 

(1) Camat dan Lurah melakukan pembin an dan 

pengawasan umum terhadap RT dan/ a tau RW. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. pemberian pedoman administrasi, tata nas ah dinas 

dan pelaporan; 

BAB III 

PEMBINAAN RT DAN/ ATAU RW 

Pasal 50 

Pemekaran RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 

(1) harus dilengkapi dengan data: 

a. peta bidang wilayah; dan 

b. data prasarana dan data sarana yang dimiliki dalam 

wilayah RW yang akan dimekarkan. 

pembentukan RW. sebagaimana dimaksud pad ayat (1). 

dari rekomendasi Dae rah 

mutatis mutandis terhadap tahapan musyawa ah sampai 

Pemerintah dengan 

( 1) 

Pasal49 

Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 

(1) dilakukan dari tahap musyawarah samdai dengan 

rekomendasi dari Pemerintah Daerah. 

(2) Tahapan musyawarah sampai dengan rekom1ndasi dari 

Pemerintah Daerah pada pernben tukan R berlaku 

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 

semua masyarakat pada semua RT yang malsuk dalam 

rencana RW yang akan dimekarkan. 

Pasal48 

(1) Masyarakat menyampaikan aspira i peme aran RW 

kepada RT yang menaungi masyarakat. 

Bagian Keempat 

Tahap Pemekaran 
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ehidupan 

bermasyarakat; dan 

dalam 

Pasal 53 

Bagian Kedua 

Kewajiban RT dan RW 

RT dan RW wajib : 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negarj Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta mempertaha kan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berb gai pihak 

yang terkait; 

c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku; 

d. menjaga etika dan norma 

RT dan RW mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 52 

Bagian Kesatu 

Togas RT dan RW 

BAB IV 

TUGAS DAN KEWAJIBAN 

d. 

c. dan pelatilan bagi 

atJ prestrsi yang 
bakti kepen 1!1 rusan RT 

pelaksanaan pendidikan 

Pengurus RT dan/atau RW; 

pem berian penghargaan 

dilaksanakan selama masa 

dan/atau RW; dan 

e. pembinaan pengelolaan keuanga di ling ungan RT 

dilakukan oleh Pengurus Rk seda gkan di 

lingkungan RW dilakukan oleh LJrah. 

b. pemberian bimbingan dan konsultasi pelaksanaan 

tugas dan fungsi RT dan/atau RVy; 
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Bagian Kedua 

Syarat Kepengurusan RT dan Kepengurusan W 

Pengurus RT dan RW terdiri dari: 

a. ketua; 

b. sekretaris; 

c. bendahara; dan 

d. bidang yang diperlukan. 

Pasal 55 

Pasal56 

( 1) Pengurus RT a tau pengurus RW memegang jabatan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

(2) Pengurus RT atau pengurus RW mempu yai masa 

jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-u dangan. 

(3) Pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dilarang merangkap jabrtan pada 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lai nya dan 

dilarang menjadi anggota salah satu partai poli ik. 

(4) Selain syarat kepengurusan sebagaimana dima sud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (3), kepengurusan pengurus 

RT atau pengurus RW harus sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Kepengurusan RT dan RW diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 54 

Bagian Kesatu 

Umum 

BABV 

KEPENGURUSAN 

pemerintahan, pembangunan dan kerrrsyarak tan. 

kegiatan pelaksanaan dalam Lurah membantu e. 
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-. 

memimpin dan mengendalikan pelaksan1an tugas 

serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan 

wewenang Ketua RT dan Ketua RW; 

a. 

Pasal57 

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas: 

Bagian Ketiga 

Tugas Ketua RT dan Ketua RW 

g. 

f. 

e. 

d. 

c. 

b. 

Warga Negara Indonesia; 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maia Esa; 

setia dan taat kepada Pancasila d n Unda g Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia ahun l l45; 

setia dan taat kepada negara dan remerintth; 

berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwi awa, dan 

penuh pengabdian kepada masyar[akat; 

sehat jasmani ·dan rohani; I 
mempunyai kemauan, kemampuan, dan l epedulian 

untuk bekerja dan membang~n masy rakat di 

sekitar lingkungannya; 

h. telah bertempat tinggal tetap paling singka 6 (enam) 

a. 

bulan sesuai dengan alamat yang tercant m dalam 

kartu keluarga; 

1. mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat 

setempat; 

J. Warga Negara Indonesia yang telah beru ia paling 

sedikit 20 (dua puluh) tahun pad7 saat pe calonan; 

dan 

k. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat. 

(6) Telah bertempat tinggal paling singkat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru h yaitu 

bertempat tinggal di wilayah RT atau RW setempat 

dengan tidak terputus. 

(5) Selain syarat pengurus RT atay1 peng I rus RW 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 

(4) , pengurus harus: 
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Ketua RT menetapkan tugas untuk Bidang pada RT atau 
I ( 1) 

Pasal60 

Pasal59 

Bendahara RT dan Bendahara RW mernpunyai tugas: 

a. menyelenggarakan pencatatan dan per) yimpanan 

keuangan serta kekayaan RT dan RW; 

b. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan 

penggunaan keuangan, dan penyimpankn saldo 

keuangan; 

c. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala; 

d. disiplin, profesional, transparan, akuntabel, fektif, dan 

mampu memilih skala prioritas; dan 

e. merencanakan alokasi keuangan sesuai pagu yang sudah 

dianggarkan. 

menjalankan tugas dan fungsi Ketua. 

Pasal58 

Sekretaris RT dan Sekretaris RW mempunyai tugas: 

a. menyelenggarakan tugas aclministr+i surat 
menyurat, kearsipan, pendataan, dan pelaforan; 

b. melaksanakan tugas ketatausahaan ain yang 

diberikan oleh Ketua; dan 

c. merumuskan program kerja dan rencana euangan. 

(2) Dalam hal Ketua berhalangan sementara, Sekretaris 

( 1) 

pelaksanaan kegiatan pemerintal' an, pem angunan, 

kesejahteraan dan kemasyarakat!n; dan 
I 

f. membina dan mengawasi kegiatan w· rga atau 

anggo ta dalam RT dan RW. 

dalam 

yan, 

Lu rah memperlancar e. 

menjadi surat menandatangani 

kewenangannya; 

membantu dan 

d. 

b. mengendalikan pengelolaan keua gan dan kekayaan 

Ketua RT dan Ketua RW; 

c. mewakili lembaga dalam melaksanakan lhubungan 

kerja ke luar lembaga; 
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a. melaksanakan tugas sesuai kedudukan1ya dalam 

kepengurusan; 

Pasal63 

(1) Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai ke ajiban : 

Bagian Kelima 

Kewajiban dan Hak Pengurus RT dan Penguru RW 

Kelurahan; dan 

e. memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggung 

jawabnya agar lebih mandiri, memiliki mi iatif, dan 

menjadi masyarakat partisipatif demi te wujudnya 

kesej ah teraan masyarakat. 

iperlukan 

kebijakan 

secara 

perencanaan dan pengambilan dalam 

masyarakat pada tingkat Kelurahan; 

menjadi sumber data dan informasi yang d. 

penyelesaian 

kekel uargaan; 

c. menjadi mediator dan fasilitator bagi penyalur 

permasalahan / perselisihan 

Pasal62 

Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai fungsi : 

a. menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT dan 

b. menjadi mediator dan fasilitator bagi masyara at dalam 

Bagian Keempat 

Fungsi Pengurus RT dan Pengurus RW 
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Pasal61 

(1) Ketua RW menetapkan tugas untuk Bidang pada RW 

sesuai dengan kebutuhan RT atau RWf 

(2) Ketua RT dan Ketua RW menetapkan tug s bidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan 

RT atau RW. 

RW sesuai dengan kebutuhan RT. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan Keputusan Ketua RT. 



J_ _ l_ 

dalam Pasal 64 ayat (1) dibentuk ber asarkan 

musyawarah warga yang dihadiri oleh kepala eluarga, 

dan difasilitasi olch pengurus RW. 

Pembentukan panitia pemilihan ketua RT sebafaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepenrurusan 

RT. 

(2) 

se bagaimana d · maksud 

Pasal65 

(1) Panitia pemilihan Ketua RT 

Pasal64 

( 1) Panitia pemilihan Ketua RT a tau RW diben ti, k untuk 

menyelenggarakan pemilihan Ketua RT atau RW. 

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat. 

BAB VI 

PANITIA PEMlLIHAN KETUA RT ATAU RW 

menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai engurus. 

yang berinovasi dan mengernbangkan kre c. 

ketentuan peraturan pen..mdang-undangan 

(2) Pengurus RT dan Pengurus RW mempunyai hakl : 

a. menerima pembinaan dari Kelurahan, K camatan, 

Pernerintah Daerah Kota, Pemerintah Provinsi, 

dan/ atau Pemerintah Pusat; 

b. menyampaikan pendapat dalam forum musyawarah 
RT dan RW, dan/ atau pertemuan lainnya; 

dengan sesuai kepengurusan melaksanakan e. 

perundang-undangan; dan 

b. memberikan pelayanan pemerin tahan kepada 

anggota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. memberikan pelayanan kernasyaraka ta kepada 

anggota tanpa diskriminasi; 

d. memberikan pelayanan administrasi kepe 

yang mengacu kepada ketentuan era tu ran 
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Panitia pemilihan Ke tua RT atau Ketua RW se agairnana 

Pasal 69 

(1) Panitia Pemilihan RT dan/atau RW se agaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), terdiri dari: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota paling banyak 9 (sernbilan) orang. 

(2) Anggota sebagaimana dirnaksud pada ayat ( ) huruf c 

harus berjumlah ganjil. 

(3) Dalam hal diperlukan, jumlah anggota agaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diten ukan oleh 

Ketua. 

Pasal68 

memperlihatkan kartu keluarga dalam I enghadiri 

musyawarah rnufakat pembentukan panitia pemilihan 

Ketua RT dan RW. 

a tau mewaki i yang Keluarga harus (2) Kepala 

Pasal 67 

Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) berhalangan, 

kepala keluarga dapat diwakilkan oleh anggott keluarga 

yang telah cakap berdasarkan ketJntuan per uridang 

undangan. 

(1) 

(3) 

Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW se1a~aimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan 

musyawarah warga yang dihadiri ol, h kepalt keluarga 

dan difasilitasi oleh Lurah setempat. 1 

Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW selagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lam at 3 (tiga) 

bulan sebelurn berakhirnya masa ~akti kep ngurusan 

RW. 

(2) 

Pasal 66 

(1) Masyarakat membentuk Panitia perlnilihan etua RW 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6fl- ayat (1). 
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Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku 

mutatis mutandis untuk Panitia Pemilihan Ketua RW 

Pasal 72 

Pasal 71 

Panitia pemilihan Ketua RT dimaksud dalam Pasal 

dilarang: 

a. mencalonkan/dicalonkan menjadi Ketua RT au Ketua 

RW; 

b. berasal dari partai politik; dan 

c. mempunyai hubungan kekeluargaan dengan C lon Ketua 

RT atau RW. 

mengumumkan kepada masyarakat; 

e. melaksanakan pemilihan; 

f. melaporkan hasil pemilihan berdasarkan be ita acara 

pemilihan; dan 

g. melaksanakan acara pelan tikan Ketua RT da / a tau RW 

terpilih. 

dan ca on menjadi cal on bakal d. menetapkan 

Panitia pemilihan Ketua RT dan/ a tau RW se agaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) memiliki tugas: 

a. mendata, menetapkan jumlah pemilih dan me buat tata 

tertib pemilihan yang disahkan oleh Lyrah; 

b. penjaringan bakal calon Ketua RT atau RW; 

c. meneliti persyaratan bakal calon; 

Pasal 70 

a. persiapan; 

b. penjaringan calon Ketua RT atau Ketua RW; 

c. pemilihan calon Ketua RT atau Ketua RW; 

d. pelaporan hasil pemilihan calon Ketua RT a au Ketua 

RW; 

e. pengangkatan Ketua RT atau RW Tcrpilih; dan 

f. pelantikan Ketua RT atau RW terpilih. 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), harus mel ksanakan 

tahap: 
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I- -- 

pemungutan suara dari perwakilan kepala kelua ga yang 

berkedudukan di wilayah RT setempat. 

(2) Dalam ha! kepala keluarga sebagaimana dimak ud pada 

ayat (1) berhalangan, kepala keluarga dapat di akilkan 

Pasal 75 

Calon Ketua RT dilakukan dengan ( 1) Pemilihan 

Paragraf 3 

Tahap Pemilihan Calon Ketua RT dan/ a tau R 

(3) 

Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ada ayat 

( 1) menghasilkan tanggal pemilihan dan calon Kitua RT. 

Tanggal pemilihan dan calon Ketua RT seb gaimana 

dimaksud pada ayat (2) diumumkan secar~ tertulis 
kepada seluruh warga yang berkedudukan di wilayah RT. 

(2) 

Pasal 74 
Masyarakat melalui perwakilan kepala kelua1ga dapat 

mengusulkan calon Ketua RT berdasarkan musyawarah 

mufakat yang difasilitasi oleh panitia pemilih~n Ketua 

RT. 

(1) 

Paragraf 2 

Tahap Penjaringan Calon Ketua RT 

Pasal 73 

Tahap persiapan pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 69 huruf a dimulai sejak terbentuk ya panitia 

pemilihan Ketua RT. 

Paragraf 1 

Tahap Persiapan 

Bagian Kesatu 

Pemilihan Ketua RT 

BAB VII 

PEMILIHAN KETUA RT ATAU KETUA R 
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Pasal 79 

(1) Ketua RT terpilih membentuk kepengurusan RT yang 

ditetapkan dengan Keputusan RT. 

(2) Ketua RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaporkan Keputusan RT mengenai kepengur san RT 

kepada Carnal melalui Lurah. 

(3) Pembentukan kepengurusan RT sebagaimana di aksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ke entuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 78 

(1) Panitia pemilihan membuat laporan hasil , emilihan 

Ketua RT secara tertulis. 

(2) Laporan hasil pemilihan Ketua RT seb gaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ber ta acara 

pemilihan Ketua RT. 

(3) Berita acara pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diserahkan kepada Camat melalui urah. 

Paragraf 4 

Tahap Pelaporan Hasil Pemilihan 

Pasal 77 

Pemilihan Ketua RT dalam wilayah kerja Rf dapat dilakukan 

secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu. 

Pasal 76 

Dalam hal terjadi calon tunggal dalam tahap pemi~ihan calon 

Ketua RT, pemilihan Ketua RT dilakukan m syawarah 

mufakat dan dihadiri oleh Panitia Perpilihan an tokoh 

masyarakat serta RW. 

oleh anggota keluarga yang telah cakap erdasarkan 

ketentuan perundang-undangan. 

(3) Perwakilan kepala keluarga sebagaimana di aksud pada 

ayat (2) harus membawa bukti sebagai perwa ilan kepala 

keluarga. 
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I 

(3) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 

(4) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Lurah. 

Pasal 84 

(1) Dalam hal Ketua RT belum dipilih, Carnat dapat 

menunjuk pejabat sernentara RT. 

(2) Penunjukan pejabat sementara sebagaimana 9imaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

Bagian Ketiga 

Pejabat Sementara 

Pasal 83 

Pemilihan Ketua RW bersumber dari swadaya masyarakat 

dan/ a tau sumber lain yang sah dan tidak mengi tat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 

Dalam hal terjadi calon tunggal dalam tahap pemilthan calon 

Ketua RW, pemilihan Ketua RW dilakukan mueyawarah 
mufakat dan dihadiri oleh Panitia Pernilihan an tokoh 

masyarakat serta perwakilan setiap RT. 

Pasal 81 

Tahapan Pemilihan Ketua RT sebagaimana ud dalam 

Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 berlakui mutati mutandis 

untuk Pemilihan Ketua RW. 

Bagian Kedua 

Pemilihan Ketua RW 

Pemilihan Ketua RT bersumber dari swadaya rasyarakat 

dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak men ikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal80 
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Pasal 89 

( 1) Camat mengangkat dan menetapkan Ketua RV( terpilih 

dengan Keputusan Camat. 

Pasal 88 

( 1) Camat mengangkat dan menetapkan Ketua RT terpilih 

dengan Keputusan Camat. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada berita acara pemilihan. 

Bagian Keem pat 

Tahap Pengangkatan Ketua RT a tau Ketua RW Terpilih 

Ketua RT a tau Ketua RW. 

masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan 

dan/ a tau pemilihan pengurus RW dan RT. I 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada] ayat ( 1) 

dilakukan melalui surat yang ditujuka11 kepada 

perwakilan masyarakat. 

(3) Perwakilan masyarakat sebagairnana dimaksud [pada ayat 

(2) yaitu perwakilan masyarakat pada wilayah pemilihan 
I 

kepada dalam Pasal 86 ayat ( 1) mengumumka 

Pasal 87 

(1) Lurah berdasarkan instruksi seba aimana dimaksud 

Pasal 86 

(1) Camat melalui Lurah memberikan instruksi untuk 

dilaksanakan pemilihan Ketua RT a tau ketua RW. 

(2) Instruksi pemilihan Ketua RT atau Ketua RW 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak 

penunjukan pejabat sementara RT atau pejabat 

semen tara RW. 

Pasal 85 

Penunjukan pejabat sementara RT sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 84 berlaku mutatis mutandis terhadap 

penunjukan pejabat sementara RW. 
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Pasal94 

Jika periode Ketua RT atau Ketua RW akan berakhir, maka 

Pasal 93 

Ketua RT dan Ketua RW memiliki masa bakti sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 

Masa Bakti Ketua RT atau RW 

Pasal 92 

Ketua RT atau Ketua RW yang berada di lingkungan wilayah 

kerja TNT dapat ditunjuk oleh Kepala Satuan Instansi TNI 

melalui surat rekomendasi. 

Pasal 91 

(1) Camat melakukan Pelantikan Ketua RW terpilih. 

(2) Dalam hal Camat berhalangan untuk melaksanakan 

pelantikan sebagaimana dimaksud pada 1ayat (1), 

pelaksanaan pelantikan dapat dilakukan oleh Lurah. 

(3) Dalam hal Lurah berhalangan untuk melaksanakan 

pelantikan, pelaksanaan pelantikan dapat dilakukan oleh 

Camat. 

( 1) 

Lurah melakukan Pelantikan Pengurus RT. 

Pelantikan sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat 

dilakukan atas nama Camat. 

(1) 

(2) 

Pasal90 

I 
I 
I 

Paragraf 1 

Pelantikan 

Bagian Kelima 

Tahap Pelantikan Pengurus RT atau Pengurus RW 

(2) Penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada berita acara pemilihan. 
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Pasal 100 

Ketentuan Pelaksanaan pemilihan Ketua RT berlaku mutatis 

mutandis untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RT yang masa 
I 

baktinya berhenti. 

Lurah memproses pemilihan Ketua RT atau Ketua RW yang 

baru sebagai pengganti Ketua RT dan Ketua RW yang berhenti 

masa baktinya. 

Pasal 99 

Pasal98 

Pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

ayat ( 1) melaksanakan tugas sam pai terpilihnya Ketua RT 

atau Ketua RW. 

Pasal97 

(1) Camat menetapkan pejabat sementara Ketua RT atau 

Ketua RW dengan Keputusan Camat. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan usulan dari Lurah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1). 

Pasal 96 

Ketentuan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis untuk 

pemberhentian Ketua RW. 

Pasal95 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua R'D dilakukan 

sebelum berakhir masa bakti, Lurah mengusulkan 

pejabat sementara Ketua RT kepada ... amat. 

(2) Pengusulan pejabat sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan kepengurusan RT. 

Ketua RT atau Ketua RW dapat dipilih kernbali sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 103 

(1) Jika masa bakti Ketua RT akan berakhir, Pen urus RT 

harus menyampaikan pemberitahuan akan ber khirnya 

masa bakti Ketua RT kepada Lurah. 

e. 

d. 

c. 

b. 

a. 

g. meninggalkan tugas dan kewajibannya 

(tiga) bulan berturut-turut; atau 

h. sebab lain yang sesuai dengan ketentuan eraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang mengangkat mempunyai kewenang n untuk 

melakukan pemberhentian pengurus RT atau engurus 

RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pejabat yang mengangkat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menetapkan pemberhentian pengurus RT atau 

pengurus RW dengan keputusan pejab t yang 

mengangkat. 

habis masa baktinya; 

meninggal dunia; 

mengundurkan diri; 

pindah tern pat tinggal dari lingkungan RT ran/ atau 
RW setempat; 1 

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana imaksud 

dalam Pasal 56; 

f. melakukan tindakan yang meng ilangkan 

kepercayaan penduduk Kelurahan terhadap 

kepimpinannya sebagai pengurus RT dan/ a au RW; 

Pasal 102 

(1) Pengurus RT atau pengurus RW diberhentikan arena: 

Bagi an Ketuj uh 

Pemberhentian dan/atau Penggantian Pengurus T atau 

Pengurus RW 
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Pasal 101 

Ketentuan Pelaksanaan pemilihan Ketua RiW berlak mutatis 

mutandis untuk pelaksanaan pemilihan Ketua RW 

baktinya berhenti. 



(2) Fasilitasi sengketa pemilihan Ketua RT atau ~etua RW 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil musyawarah muf kat dan 

perhitungan suara dari panitia pernilihan. 

Pasal 107 

(1) Kecamatan melalui Kelurahan harus 111elakuka fasilitasi 

sengketa pemilihan Ketua RT a tau Ketua RW. 

Bagian Kedelapan 

Sengketa Pemilihan 

pemberhentian dan/ atau penggantian Ketua R 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan usulan Lurah. 

engenai setempat Lu rah melalui RT Ketua 

Pasal 106 

(1) Camat harus memberitahukan kepada Ketua RW atau 

Ketentuan mengenai pemberhentian dan/ atau pergantian 

pengurus RT sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 103 dan 

Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

pemberhentian dan/atau pergantian pengurus Ketua RW. 

Pasal 105 

(2) 

Pasal 104 

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketpa RT y ng tidak 

dapat diprediksi, pengurus RT segera 

menyampaikan pemberitahuan kepadai Kelurah n untuk 

persiapan pemilihan pengurus RT periode berikltnya. 

Penyampaian pemberitahuan sebag,imana imaksud 

pad a ayat ( 1) dilakukan tertulis. 

imaksud (3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana 

pada ayat ( 1) dilakukan tertulis. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

berakhirnya masa bakti RT. 
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Pasal 109 

Hubungan kerja antar RT dan RW dalam !in kungan 

Kelurahan dilaksanakan berdasarkan prm sip koo dinatif, 

kerja sama, dan kegotongroyongan. 

RT 

BAB VIII 

HUBUNGAN KERJA 

mengesahkan pertanggungjawaban 

dan/atau RW. 

e. 

c. memberhentikan pengurus RT dan)atau RW 

d. menyusun program kerja dan/atau kegi tan RT 

dan/ atau RW; dan 

W· 
' 

membuat tata tertib pemilihan RT dan/ a tau b. 

lingkungan dan kegiatan masyarakat dan atau anggota 

RT/RW. 

(4) Forum musyawarah berdasarkan fungsinya y ng lain, 

diantaranya: 

a. memilih Ketua RT dan/atau RW; 

berfungsi sebagai forum dialog ,erkait 1rogram, 
keuangan/iuran, keamanan, ketertiban, ke ersihan 

(1) Forum musyawarah merupakan wadah permusy waratan 

dan permufakatan di lingkungan RT atalu RW. 

(2) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pad ayat (1) 

dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali. 

(3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pad ayat (1) 

Pasal 108 

Bagian Kesembilan 

Forum Musyawarah 

menyelenggarakan urusan pemerin t han di bidang 

pemerin tahan. 

yang 

(3) Hasil fasilitasi sengketa pemilihan Ketua 

RW sebagaimana dimaksud pada ayat 

secara tertulis kepada Perangkaf 
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bersangkutan yang dimuat dalam berita acara 

musyawarah. 

(3) Serita acara musyawarah sebagaimana dimaks d pada 

ayat (2) dilaporkan kepada Lurah. 

(4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumb r biaya 

engikat c. bantuan lain yang sah dan z atau tidak 

sesuai ketentuan peraturan perundang-und 

Besarnya iuran atau sumbangan serta pejdapatan 

lainnya yang sah berikut penggunaannya di~entukan 

berdasarkan hasil musyawarah RT darr/ atau W yang 

(2) 

Pasal 114 

(1) Sumber pembiayaan RT atau RW dapat diperoleh dari: 

a. swadaya masyarakat; 

b. bantuan dari anggaran Kelurahan; dan/ ata 

BAB IX 

SUMBER PEMBIAYAAN DAN ADMINISTRASI RT ATAU RW 

Pasal 113 

Hubungan kerja antara RT atau RW dengan pih k ketiga 

bersifat kemitraan. 

Pasal 112 

Hubungan kerja antara RT atau RW dengan lembaga 

kemasyarakatan lainnya, bersifat korisultatif dan ke ja sama 

yang saling menguntungkan. 

kepada 

elurahan Hubungan kerja antara RT atau RW dengan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip konsultatif dan 

yang intensif dalam pelaksanaan tugas 

masyarakat. 

Pasal 111 

Pasal 110 

Hubungan kerja antara RT dan RW di lingku gan RW 

setempat dilaksanakan berdasarkan prinsip koordi atif dan 

pembinaan. 
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L ,__ ------ 

RT atau RW harus memiliki stempel. 

Pasal 117 

a. surat biasa; 

b. surat edaran; 

c. surat keterangan; 

d. surat undangan; 

e. laporan; 

f. daftar hadir; dan 

g. notulen. 

(2) Naskah dinas sebagaimana dimaksucl pada ·yat (1), 

yaitu: 

Pasal 116 

(1) Pengurus RT atau Pengurus RW mernpunyai Naskah 

Dinas. 

Pasal 115 

Pengurus RT atau pengurus RW dalarn mela sanakan 

tugas, paling sedikit menggunakan: 

a. buku induk penduduk; 

b. peta wilayah RT dan/atau RW; 

c. buku pengurus RT dan/atau RW; 

d. buku anggota Hansip; 

e. buku daftar orang yang pernah dan sedang 

menjalani hukuman; 

f. buku keuangan; 

g. buku data dasawisma; 

h. buku musyawarah RT dan/atau RW; 

1. buku agenda; dan 

J. buku lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat igunakan 

untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan 

prasarana masyarakat sesuai dengan k lbutuhan/ 

kegiatan RT dan/ a tau RW yang dapat enunjang 

kelancaran tugas yang pengaturanny1 ditetap 

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran RT dan atau RW. 
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__ !~------- 

Pasal 125 

(1) Kantor RW harus dilengkapi dengan papan nam RW. 

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan alamat. 

(3) Dalam hal belum terdapat kantor RW, pap 
In 

nama 

Pasal 124 

( 1) Kan tor RT harus dilengkapi dengan pa pan nam RT. 

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilengkapi dengan alamat. 

(3) Dalam hal belum terdapat kantor RT, pap n nama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditempat an pada 

tempat yang telah disepakati oleh pengurus R sebagai 

kantor sementara. 

Pasal 123 

Kop Naskah Dinas RW dipergunakan untuk Naskah Dinas 

yang ditandatangani oleh Ketua RW atau Pengurus Rk. 

Pasal 122 

Kop Naskah Dinas RT dipergunakan untiuk Nasklah Dinas 

yang ditandatangani oleh Ketua RT atau Pengurus R . 

Pasal 121 

(1) Stempel menggunakan tinta berwarna ungu. 

(2) Stempel dibubuhkan pada bagian kiri dari tan, a tangan 

pejabat yang menandatangani Naskah Dinas. 

Pasal 120 

Ketua RW berwenang untuk menggunakan Stempel W. 

Ketua RT berwenang untuk menggunakan cotempel T. 

Pasal 119 

Pasal 118 

Nomor RT a tau nomor RW dimulai dengan 
1angka 

O 1 (nol satu) 

dan disesuaikan dengan jumlah RT atau RW. 
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sesuai 

Pasal 130 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibentu 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KIDLUARG 

Pasal 129 

(1) Warga berhak mengajukan usul dan pendap t kepada 

pengurus RT atau RW setempat. 

(2) Pengajuan usul dan pendapat sebagaimana imaksud 

pada ayat (1) disampaikan secara tertulis. 

Pasal 128 

Dalam hal masyarakat yang berdomisili di Dae rah ~f ta tetapi 

tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan jetentuan 

peraturan perundang-undangan, masyarakat tersebut bukan 

merupakan warga RT/RW. 

Pasal 127 

Warga RT dan warga RW meliputi: 

a. Warga Negara Indonesia; dan/atau 

b. Warga Negara Asing, 

yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Daerah Kota dan 

bertempat tinggal di wilayah RT dah RW setempat 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undan an. 

elakukan 

BABX 

WARGA RT DAN RW 

Pasal 126 

Dalam hal dianggap perlu, Lurah dapat 

pemeriksaan keuangan RT atau keuangan RW. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat an pada 

tempat yang telah disepakati oleh pengurus R sebagai 

kantor sementara. 
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------------- - -- 

a. 1 ( satu) orang Ketua; 

b. 1 (satu) orang Sekretaris; 

c. 1 (satu) orang Bendahara; dan 

d. bidang. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi: 

a. bidang pembangunan; 

b. bidang ketenteraman dan ketertibah; 

c. bidang pendidikan dan kebudayaan; 

d. bidang kesejahteraan sosial; 

e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan 

f. bidang pemuda dan olahraga. 

Pasal 134 

(1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Ma yarakat, 

terdiri dari : 

BAB XV 

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Pasal 133 

Camat menetapkan Posyandu dengan Keputr1san Cam.at. 

Pasal 132 

Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarjkat yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan pe undang 

undangan. 

BAB XIV 

PUSAT PELAYANAN TERPADU 

Pasal 131 

Karang Taruna dibentuk dan bertugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIII 

KARANG TARUNA 
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Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, 

Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2015 tentan Rukun 

Tetangga dan Rukun Warga di Kota Cimahi (Berita Daerah 

Pasal 139 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 138 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang sudah jda dan 

dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, 

dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jJbatan. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

e. 

d. 

pengoordinasian perencanaan pembangunan; 

pengoordinasian lembaga kemasyarakatan; 

perencanaan kegiatan pembangunan secara prrtisipatif 

dan terpadu; dan 

penggalian dan pemanfaatan sumber daya kele bagaan 

untuk pembangunan di kelurahan. 

c. 

Pasal 137 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fun si : 

a. penanaman dan pemupukan rasa persat an dan 

kesatuan masyarakat; 

b. 

Pasal 136 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugjs: 

a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; 

b. menggerakkan swadaya gotong royong rlnasyaraklat; dan 

c. melaksanakan dan mengendalikan pembanguna 

perundang-undangan. 

sesuai ,eraturan ketentuan dengan kepengurusan 

Masyarakat m mpunyai 

Pasal 135 

Pemberdayaan Lembaga 
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DIKDIK URATNO NUGRAHAWAN 

SERITA AERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 635 

RIS DAERAH KOTA CIMAHI SEKRE 

kan di Cimahi 
gal 28 Oktober 2021 

Diunda 
pada ta 

Plt. WALI KOTA C MAHI, 

Ditetapl an di Ci ahi 

padatangg~ 28 ktober 2021 

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pen undangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya d lam Serita 
Daerah Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kota iru mulai berl ku pa a tanggal 
diundangkan. 

Pasal 140 

Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 269) dic!but dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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I. UMUM 

- 41 - 

Dalam berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan engenai 

pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam mela sanakan 

fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, 

pengembangan dan pengaturan masyarakat. 

Tujuan p.emben~u~a~ s~atu ~embaga kemasyarakatan I 
dan melestankan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan ilai-nilai 

gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-se:qdi uta 

kehidupan bermasyarakat di Indonesia 

Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu w jud dari struktur 

perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerluk n adanya 

unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemeri tah juga 

perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga 

lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh m syarakat 

maupun oleh pemerintah. 

Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk 

merupakan mitra pemerintah kelurahan 

Lembaga Kemasyarakatan, atau sebutan lain adalf:1-h lemb ga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupalan mitra 

lurah dalam memberdyakan masyarakat. 1 

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari Peraturan Men eri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 ten tang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 

Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum dalatn tur serta 

penetapan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sesuai dengan del 

diberikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia omor 18 

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga A 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 

NOMOR 53TAHUN 2021 

TENT ANG 

PENGATURAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATA DI 

KELURAHAN 



Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Cuku p J elas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

II. PA SAL DEMI PASAL 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal22 

Cukup jelas. 

Pasal23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 



Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasa140 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasa143 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasa145 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasa147 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasa149 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
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"Masa jabatan" mengacu pada ketentuan Peraturan Men eri Dalam 

Negeri Nomor 18 Ta h un 2018 ten tang Lembaga Kernasya akatan 

Desa. 

Ayat ini merupakan informasi bahwa ketentuan terse ut sesuai 

dengan kewenangan pemerintah pusat, keterituan ters but telah 

diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Ayat (3) 

"dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kerhasyarak 

Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah s tu partai 

politik" mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dala n Negeri 

Nomor 18 Tahun 2018 ten tang Lembaga Kemasyarakata Desa. 

Ayat ini merupakan inforrnasi bahwa ketentuan tcrsebut sesuai 

dengan kewenangan pemerintah pusat, ketentuan terseb t telah 

diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri omor 18 

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1) 

"Memegang jabatan" mengacu pada ketentuan Jeraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. 

Ayat ini merupakan informasi bahwa ketent an terse ut sesuai 

dengan kewenangan pemerintah pusat, keterituan ters,ebut telah 

diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalqm Negeri Nomor 18 

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

Ayat (2) 
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Pasal57 

Cukup jelas. 

Pasal58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal63 

Cukup jelas. 

Pasal64 

Cukup jelas. 

Pasal65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas 
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Pasal 75 

Cukup jelas 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas 

Pasal 79 

Cukup jelas 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal82 

Cukup jelas. 

Pasal83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 
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Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 
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Pasal 129 

Cukup jelas. 
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